
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 26 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) 
BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA 

Men imbang 

Mengin gat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa untuk m elaksanakan ketentuan Peratura n Menteri 
Sosial Nomor 129 jHUKj2008 ten tang Standar Pelayanan 
Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupatenj Kota , dan dalam rangka menjamin pelayanan 
kepada Masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial d i Kabupaten 
Tasikmalaya ; 

b. bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimana dimaksud 
pada h u ruf a , perlu menetapkan Peratu ran Bupati 
Tasikmalaya ten tang Penerapan dan Pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang So sial di Kabupaten 
Tas ikmalaya. 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan­
Ketentu an Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 53, Tam bahan Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3039); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
In donesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 
Negara (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Unda:qg 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

6. Undang-Undang 0 0 3 n 2004 tentang 
P ri bangan K ang n An ara P merintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indon es ia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Nega a Republik 
In · n e ia Nom r 443 ); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t tang 
Pemb ntukan Per turan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Repu Iik Indonesia Tahun 2011 Nom or 82, 
Tambahan Lembaran gara Republik Indone ia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 1 ten tang 
Pembinaan dan Pen awasan a a Peny Ie ggaraan 
Pemerintah Daerah (Lem baran Negara epubli Indonesia 
Tahun 200 Nom r 41, T bah an Lemb Negara Nomor 
4090 ; 

9 . Peratur merintah or 30 Ta 2004 tentang 
em'ndahan Ibu ota Kabupat n a' r, a laya da r i Wilayah 

Kota Tasikmalay (Lembaran Negara Re ublik Indonesia 
Tahu n 2004 Nom r 110); 

O. era turan Perner i ta or 65 Tah n 2 005 ten tang 
Pedoma Penyusunan d Penera pan Standar Pelayanan 
Minimal (Lem baran Negara Republi In donesia ahun 2005 
Nom or 150, T m ah mbaran eg ra Nom or 4585); 

1. Pe aura Pemerintah Nom o '- 8 Tah u n 2007 tentang 
Pe bagia Uru Pem 'n tah ntara Pemerintahan 
Da rah Pr rinta an Da ah Kabupaten/Kota 
(Lembaran ga a Re lik I done ia Tahun 2007 Nomor 
82, Tam bahan Lembaran Nega r Republik Indonesia Nomor 
4737) ; 

12. Peraturan Pemerin tah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembarat 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal; 
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14 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 
ten tang Ren cana Pencapa ian Standar Pelayanan Minima l; 

15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 
129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Bidang Sosia l Daerah Provinsi dan Daera h KabupatenjKota; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 /KEP/ M. AN / 7 /20 3 en ang Pedoman Umum 
Pe nggaraan 1 yanan Pub i ; 

18. Peratu ran Daerah Kabu a ten Tasikmalaya N mor 7 Tahun 
20 10 ten tang enc em .gunan Jangk Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tah In 2005 -
2025; 

19 . P raturan Dae ah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Re cana 
Pembangunan J angka Menengah Daerah Ka bupa ten 
Tasikmalaya Tahu n 2011- 5 . (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikm alaya Tahun 2011 Nonl r 13 ); 

20. Peraturan aerah 0 or 8 Tahun 2 8 ten g Urusan 
n Daera h Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran 

ate Tasik .. a a Tahun 2008 Nom r 8) ; 

1. a erah Nomor 5 2008 t tang Dinas 
rintah Katen Tasikm aya (Lembaran 

aerah Kabupa n Tasikmalaya Ta un 200 Nomor 15); 
sebaga imana tela d iubah d ng n era tur n D, erah Nomor 
14 Tahun 201 1 tentang Di as Daerah Kabupaten 
Tasikm a laya (Lemb ran Daerah Kabupa ten T sikmalaya 
Ta h n 2011 Nom r 4); 

22 . Peraturan B pati Tasi cm alaya Nom r 39 Tahun 2010 
ten tang Susunan Orga isasi dan Ta a K rja U it Pelaksana 

e n is Dinas Loka Bina Kary pada Dinas Sosia l, 
( ependu d kan da n Tenaga erj a Ka bupa ten Tasikmalaya ; 

23. Pe aturan Bupat' orno 11 Tah n 20 12 tentang Rincian 
ugas Unit So 'a, Te aga erja dan Transmigrasi 

Kabupa en asikmal ya ( erita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahu n 20 2 Nomor 11). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN 
DAN PENCAPAIAN STAN DAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG 
SOSIAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal1 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya; 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya; 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

DPRD Kabupaten Tasikmalaya; 
5 . Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Tasikmalaya; 
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi 

hak dan kewaj iban setiap tin gka tan da n /atau susunan Pemerintahan 
u n tuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi 

ewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan 
mensejahterakan masyarakat; 

7. Urusan Wajib adalah u rusan ya n g wajib dilaksanakan oleh Pemer' ntah 
Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat; 

8. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerinta h dalam 
mem erikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyaraka t untuk 
m n ingkatkan taraf kesejahteraan rakyat; 

9. Sta ndar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan ten tang jenis dan 
mu t · pclayanan dasar yang merupakan Urusan Wajib Daerah yang berhak 
dip eroleh setiap warga secara minimal; 

10. Sta ndar Pel yanan Minimal (SPM) Bida n g Sosial ada lah tolok ukur untuk 
mengukur ki erja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah di Bidang Sosial 
yang selanjutnya disebut SPM Bidan g Sosial ; 

11. Ind ik tor PM adal tolok u kur presta si kuantitatif dan kualitatif yang 
digu n u ntuk m en ggambarkan be saran sa a ran yang hendak dipenuhi 
dalam pencapaian su atu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil 
dan l a tau manfaat pelayanan; 

12.Indikator Keberhasilan Bidang So s ial adala h ukuran besa ran yang 
dinya takan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan 
penca p ian keb rhasilan. 

BAB II 
MAKSUD,TUJUAN DAN FUNGSI 

Pasa12 

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah acuan Pernerintah 
Kabupaten Tasikmalaya dalam m elaksanakan Urusan Wajib Bidang Sosial. 

Pasal3 

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Sosial adalah : 

1. Menjamin akses PMKS untuk mendapatkan pelayanan dasar Bidang Sosial 
dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan SPM Bidang Sosial 
yang ditetapkan oleh Bupati Tasikmalaya; 

2. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam perencanaan 
program pencapaian target SPM; 
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3 . Meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan 
dengan masyarakat; 

4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan sosial. 

Pasal4 

Fungsi SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut : 
1. Peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang 

harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Bidang Sosial 
kepada masyarakat; 

2. Pengukuran kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan 
dengan pelayanan Bidang Sosia kepada masyara ka t ; 

3. Prioritas peren canaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD; 
4. Pengevalua ·ian dan monitoring dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang 

Sosial; 
5. Pengidentifikasian kebutuhan daerah u n tuk menin gkatkan k inerja dalam 

pel yan an kepada masyarakat; 
6 . Penyusunan program-program Bidang Sosial serta perumusan kebijakan 

Bu pati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima 
tah unan; 

7. Pen entuan Standar Penilaian Bidan g Sosial. 

BAB III 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL 

Pasal S 

(1) Pem erinta h Kabupaten Ta s ikmalaya m enyelenggarakan Pelayan a n Bidang 
so s ial sesuai denga n SPM Bidang Sosial yang terdiri dari jen ·s pelayanan 
bes erta indikator k i rja dan target; 

(2) Jen is pelayanan dasar Bidang Sosial yang dilaksan akan oleh Pemerintah 
Kabu paten Tasikmalaya , meliputi : 
a. Pel'" ksanaan program/kegiatan bidang sosia l, terdiri da ri; 

1) pemberian bantu an sosial ba gi PMKS ; 
2) pelak anaan kegia tan pemb erdayaan ocial; 

b. Peny d iaan sara n a dan prasa ra n a sos ia l, terdiri dari : 
1) enyed iaan saran a prasa rana panti so sial ; 
2) P nyediaan sa ran a prasaran a pelayanan luar panti ; 

c . Penanggulangan korban bencana, meliputi : 
1) bantuan so ial bagi korban bencana ; 
2) evakua si korban be ~cana; 

d. pelaksanaan an pengembangan jamina sosia l, terdiri dari : 
1) Penyandang ca cat fisik dan mental; 
2) Lanjut usia tidak p otensial . 

(3) Penjabaran klasifikasi komponen jenis pelayanan dasar bidang sosial 
sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. 

BABIV 
PENGORGANISASIAN 

Pasa16 

(1) Bupati bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan so sial seSUaI 
SPM Bidang Sosial Kabupaten Tasikmalaya; 
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(2) Penyelenggraan Pelayanan Bidang Sosial sesuai denga n SPM Sosial 
sebagaimana ayat (1) secara opera sional dikoordinasikan oleh Dinas Sosia l, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmalaya; 

(3) Penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan SPM Sosial dilakukan oleh 
tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan; 

(4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga dari Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Lembaga Mitra Pemerintah Daerah. 

BABV 
PELAKSANAAN 

Pa a1 7 

(1) SPM Bidang Sosial yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan 
dan pen gangggaran pencapaian target minimal Dinas Sosia l, Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi Kabupaten Tasikmala a; 

(2) Peren canaan program dan penganggaran SPM sebagaiman a imaksud 
dala 1 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar tekni yang 
ditetapkan. 

BAB VI 

PELAPORAN 

Pa sa18 

(1) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerj a dan Transmigrasi menyampaikan 
laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati; 

(2) Bupa ti Tasikrnalaya menyampa ikan laporan teknis tahunan kinerja 
pen erapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial kepada Menteri Sosial 
m elalui Gubernu r . 

BAB VII 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pa sa19 

(1) Bupa ti ela ksanaka n pengawasan dan pengen dalian atas penera pan dan 
penca p ian SPM bidang So .. al d i Kabupat n Tasikmalaya; 

(2) Untu r rnelaksana kan kegiatan sebaga imana dimaksud dalam ayat (1), 
Bupati dapat m em bentuk Tim Mon itoring dan Evalu a si; 

(3) Monitorin g a s pene apan dan pen capaian SPM Bidang So sial Kabupaten 
di1akukan 01 h Gu bernu r Jawa Barat. 

BAB VIn 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM 
Bidang sosial dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat. 
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BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Hal-hal yang be1um cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal12 

Peraturan ini m la i berlaku pad a tanggal diundangkan. 

Agar setiap or ng mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan 
Bupati i . dengan p .enlpa tannya alam erita Daer h . 

Di ndan.gkan di Si gapa na 
pada tangg 29 Juni 2012 

SEK ET RIS DAERAH 
KABU AT - IKMAL T 

~ODIR 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 29 Juni 2012 

/ BUPATI TASIKMAJAYAl 

;. -Uu UZHANUL ULU ffz---

BERITA DAE H AB PATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR 26 



LAM PI RAN 
NOMOR 
TANGGAL 

: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 
: 26 TAHUN 2012 
: 29 Juni 2012 

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MI AL BIDANG SOSIAL 

No Jenis Pelayanan Dasar & Sub Standar Pelayanan Minimal Waktu Pencapaian 
Kegiatan Indikator Nilai 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Pelaksanaan program / kegiatan 
Bidang Sosial, terdiri da ri; 
1) pemberian bantuan sosial bagi Persentase (%) PlVIKS yang 50% - 35 35 40 45 

PMKS memperoleh bantuan sosia l untuk 
1gemenuhan kebutuhan dasa r 

2) pelaksanaan kegiata n Persentase PMKS ya ng menerim a 55% - - 40 45 50 
pemberdayaan sosial Program Pemberdayaan Sosial 

melalui Kelompok Usah a Bersama 
(KUBE) a tau kelompok sosial ekonomi 
sejenis lainnva 

2 Penyediaan saran a dan prasarana 
sosial T terdiri dari : 
1) penyediaan sarana prasarana Persen tase (%) Panti Sosial yan g 45% - 30 30 35 40 

pan ti sosial menyediakan sarana prasarana 
kesejahteraan sosial 

2) penyediaan sarana p rasara na Persentase (%) Wahana Kesejahteraan 4 5% - 30 30 35 40 
pelayanan luar panti So sial Berbasis Masyarakat (V1KBSM) 

yang menyediakan sarana prasarana 
pelayana n kesejahteraan sos ia l 

3 Pen anggulangan korban beneana, 
meliputi : 
1) bantu an so sial bagi korban Persentase (%) korban beneana yang 50% - - 35 40 45 

bene ana menerima bantuan so sial selama 

-- ----
!!§sa tanggap darurat 

~-- - ~-

'I' 

2015 

50 

55 

45 

45 

50 
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2 . 
i 

No Jenis Pelayanan Dasar & Sub Standar Pelayanan Minimal Waktu Peneapaian 
Kegiatan Indikator Nilai 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2) evakuasi korban bencana Persentase (%) korban bencana yang 50% - - 35 40 45 50 
d ievakuasi dengan menggunakan 
sarana prasarana tanggap darurat 
lengkap 

4 Pelaksanaan dan pengemba ngan Persentase (%) penyandang cacat fi sik 55% - - 40 45 50 55 
jaminan so s ial bagi penyandang dan mental, serta lanjut u s ia tidak 
cacat fisik dan mental serta lanjut potensial yan g telah m en erima 
u sia tidak poten s ial ~aminan so s ial 

t BU~ATI~KMf:.LAYAI 

J 

\ 


